SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah
satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang
memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator
penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat
meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ciamis;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan
Penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah;

bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan
Pemerintah Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah
menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN
di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, b dan huruf ¢, maka perlu disusun Pedoman
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan
Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa
Barat;

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah;



Menetapkan

16.

17.

18.
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun
2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2013 tentang

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38
Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Ciamis.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Bupati adalah Bupati Ciamis.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Ciamis;

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya
disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan
kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural
maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang
digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.

10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah

yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku,;
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Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu
jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-
kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap
informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan
dan kelas jabatan.

Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu
bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Indikator Kinerja adalah wukuran keberhasilan yang
menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil
program dan hasil kegiatan.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan
tugas fungsi serta mandat (Core Business) yang diemban.
Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi
atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan
target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.

Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan
kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang
penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja,
dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang
mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan
jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua)
bulan sesudah persalinan.

Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS
yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari,
dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat
ditambah paling lama 6 (enam) bulan.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Ciamis yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan
yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan
APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan
Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan
daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan
dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta
pengelolaan barang milik daerah.



BAB II
PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini diberikan TPP kepada ASN
di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan
Kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan, dan keadilan.

b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN.

d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP
sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu
sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

e. Keadilan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus
mencerminkan rasa keadilan.

f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP
diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.

g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai
hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah
Daerah.

BAB V
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 4

(1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter

sebagai berikut:

a. Kelas Jabatan;

b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;

c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan

d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Basic TPP ditetapkan dengan menggunakan rumus:
Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan x (indeks
kapasitas fiskal daerah x Indeks kemahalan Konstruksi x
indeks penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2019).

(3) Perhitungan besaran tertinggi TPP disesuaikan dengan
Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).

(4) KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alokasi
anggaran untuk TPP dibagi kebutuhan anggaran TPP.



Pasal 5
Pembayaran TPP mulai bulan Februari 2020 berdasarkan
kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 6
Penyusunan rumusan besaran TPP dilaksanakan oleh Tim
Pelaksanaan TPP ASN yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 7
(1) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain
menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen)
dari TPP Jabatan yang dirangkapnya.

(2) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang
berhalangan tetap atau sementara, hanya menerima TPP
pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.

(3) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. dibayarkan
terhitung mulai tanggal menjabat sebagai PIt.

(4) Pemberian TPP bagi Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai ayat (4), menjabat dalam jangka waktu paling
singkat 1 (satu) bulan kalender.

(5) Pembayaran TPP PIt sebagai penambah TPP Definitif
dibayarkan oleh SOPD Pejabat yang dirangkapnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Apabila Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berubah status
menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka berlaku
besaran TPP sesuai Lampiran II.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis
Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ciamis, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.



Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

a.

Keputusan Bupati Ciamis Nomor 900/Kpts.12-Huk/2018
tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada
Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat,
Sekretariat DPRD dan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,;

Keputusan Bupati Ciamis Nomor 900/Kpts.13-Huk/2018
tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada
Dinas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan Lingkup

Pemerintah Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Februari 2020.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI CIAMIS,
Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005




